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Abstrak

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar
dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang
perpajakan sehingga tidak menggangu pembangunan karena pendapatan negara dari sektor pajak
yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menjadi hilang. Pendekatan yang digunakan
adal ah pendekatan yuridis normatif. Data bersumber dari data sekunder. Analisisdata yang dilakukan
secara kualitatif selanjutnya dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa negara mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakat membayar pajak dan
uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pembangunan. Hal ini yang menjadi
salah satu faktor pendorong bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan paj ak terhadap masyarakat,
dari pemasukan pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil yang telah
direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan
kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan
jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat
menikmati hasilnya.

Kata Kunci: pajak, sarana, pembangunan

|.PENDAHULUAN

Pembangunan Nas ona merupakan rangkaian pembangunan yang bekes nambungan yang
meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas
mewuj udkan tujuan yang termaktup dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap
bangsadan seluruh tumpah darah Indonesia, memaj ukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, sertaikut mel aksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan,
perdamai an abadi dan keadilan sosd. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang sedang mengdami
perkembangan menuju kesgj ahteraan rakyat dengan meningkatkan dan memeiharastabilitas
perekonomian keamanan dan situasi politik, maupun pengembangan sumber dayaaam dan
manusia. Negaralndonesiasebaga negarayang berkembang memerlukan kontribus sumbangan
rakyat Indonesiadalam menggerakkan roda pemerintahan gunauntuk mencapai produktifitas
kerjayang bak.

Pembangunan nasiond itu memerl ukan danayang besar dan rencanayang mantap, tanpa
didukung dengan danayang besar, baik danayang bersumber dari penerimaan dalam negeri
ataupun danayang bersumber dari penerimaanluar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita
bangsakitame aui pembangunan tersebut akan tercapai. Kitaketahui bersamabahwa sumber
danayang diperoleh gunamembiaya pembangunan bagi negarakitaada ah sebagian besar dari
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sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengol ah danadibidang
perpajakan. Kewgjiban sebagai kewajiban kenegaraan padahakikatnya menempatkan wajib
pa ak mengutamakan kewajibannya dari padamenuntut hak-haknya, bahkan kalau dikaitkan
dengan pengamal an Pancasila, makaseorang warganegara(wajib pg ak) harus menempatkan
kepentingan negaradan bangsadi atas kepentingan pribadi atau golongan sertarelaberkorban
untuk kepentingan bangsa.

K epentingan bangsa dan negara disini berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi
kewajiban membayar pag ak dalam rangka menunjang penerimaan negaragunamembiayai
pembangunan. Dengan katalain, kerelaan berkorban demi kepentingan bangsadirefleksikan
dengan kerelaan mel epaskan segjumlah uang untuk memenuhi kewajiban perpajakan demi
kelangsungan secaraberkesinambungan.

Sedemikian pentingnyapajak dalam pembangun NegaralndonesiasehinggaNegara
membuat suatu Dirjen yang khusus mengurusi urusan pajak yang disebut Direktorat Jenderd
Pgjak yang berkedudukan di Jakarta, dalam urusan pembayaran pajak oleh wajib pgjak sering
terjadi suatu prosesRestitus Pgjak dimanaRestitus adalah menurut penjelasan Pasal 9 ayat (4)
Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan K eduaAtas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pgjak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Suatu Ketetapan Lebih Bayar Pajak berbunyi “Apabila
dalam suatu MasaPgjak, Pgjak Masukan yang dapat dikreditkan |ebih besar daripada Pgjak
K eluaran, maka selisihnyamerupakan kel ebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau
dikompensasikan keMasaPgjak berikutnya.

K esadaran membayar pajak sangat tergantung demi kesadaran hukum masing-masing
wagib pgak. Kesadaran hukum yang demikian memang dibutuhkan dalam rangka pembangunan
nasiona dan upaya penegakan hukum yang sgja an dengan sal ah satu asas dalam pembangunan
nasional. Di samping itu wgjib pajak jugatelah diberikan kepercayaan untuk menghitung,
memperhitungkan, sertamel aporkan kewajiban perpg akannyasendiri sesual dengan asas self
assesment systemyang dianut dalam peraturan perpgjakan yang berlaku di Indonesia. Asasini
berarti bahwa dalam perpajakan para wajib pgak diberikan kepercayaan sendiri untuk
menghitung, memperhitungkan, melgporkan sertamenyetorkan kewsajiban perpajakannyasendiri
kepadaDinasInspeks Pajak.

K eharusan memenuhi kewajiban perpa akan ini idealnyamerupakan dorongan moral
dari wgib pgak, akantetapi adanyaazas self assesment systemini sepertinyajustru memberikan
peluang bagi parawajib pajak bahkan aparat perpajakan itu sendiri untuk melakukan tindakan
penyimpangan yang dapat merugikan negara, sehinggadari tindakan tersebut dapat menghambat
jaannyapembangunan sertameni mbul kan pel anggaran dan kejahatan dalam bidang ekonomi
khususnyatindak pidanaperpajakan.

K g ahatan dalam bidang ekonomi padasaat ini menjadi perhatian duniapadaumumnya
dan khususnyabagi negaralndonesia. K g ahatan dibidang ekonomi merupakan kejahatan yang
sulit terungkap karenadisatu Ss paraped akunyayang cukup profesiona dan prosesterjadinya
kegahatan cukup lama, disis lain di sebabkan karena berkaitan sangat |uas dengan sektor lain.
Sektor tersebut antaralain adal ah; sektor pemerintahan, lembagaswastasertamasyarakat secara
luas

Semuasektor yangterkait diatasharusmengambil |angkah-langkah preventif, pemerintah
harus dapat meningkatkan mora dan kemampuan aparat untuk menghindarkan diri dari hal hal
yang dapat membahayakan perekonomian negarasertamerusak wibawapemerintah. Salah satu
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bentuk ke ahatan dibidang ekonomi yang sulit dijangkau ol eh hukum (offencesbeyonthereach
of thelaw) adal ah kej ahatan dibidang perpajakan. Akhir-akhir ini kejahatan dibidang perpajakan
semakin nampak jelasdan sering dilakukan oleh parawgjib pg ak, bahkan dapat puladilakukan
oleh aparat perpajakan itu sendiri dengan cara bekerja sama dengan parawajib pajak, ha
semacam ini dapat menggangu pembangunan karenapendapatan negaradari sektor pgak yang
seharusnyadapat dimanfaatkan untuk pembangunan menjadi hilang.

II.METODE PENELITIAN

Penditianini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridisnormatif yaitu dengan
caramempe gari, mengkgi, dan menginterprestas bahan-bahan kepustakaan yang adadaam
literatur-literatur, dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam meningkatkan
pendapatan dari sektor pgak. Selanjutnyadatadianaisis secarakudlitatif.

I11.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengertian Pajak
Mengenai definisi pgjak, telah banyak dikemukakan oleh paraahli, sesual dengan sudut

pandangnya, misanyaseorang ahli hukum akan membentuk definis yang berbedadengan seorang

ahli ekonomi, dan seterusnya. Sebab itu suatu definisi tidak selalu dapat memberikan batasan

yang mutl ak tentang sesuatu ha ataupun memberikan kepuasan bagi ssmuapihak. Daam hubungan

ini penulisakan mengemukakan beberapadefinis yang dikehendaki oleh paraahli. Menurut

penj el asan yang tercantum pada Pasal 38 Undang-Undang Republik IndonesiaNo. 28 Tahun

2007 Perubahan K etigaatas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang K etentuan Umum dan

Tata CaraPerpg akan, menyatakan bahwa

Pasal 1.

a. Bahwadadam rangkauntuk |ebih memberikan keadilan dan meningkatkan pel ayanan kepada
Wgjib Pgak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum sertamengantisipas perkembangan
di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan
materia di bidang perpg akan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perubahan K etigaAtas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgjakan;

Pasal 2.

a. Terhadap semuahak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun
Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberl akukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpg akan sebaga manatel ah bebergpa
kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

b. Dikecualikan dari ketentuan sebaga manadimaksud padaangka 1, dal uwarsa penetapan
untuk MasaPgjak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain
penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir
paling lamapadaakhir Tahun Pajak 2013.
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C. Undang-Undang ini mulai berlaku padatanggd 1 Januari 2008.

Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan, maka
diperoleh pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbal an secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar-
besarnyakemakmuran rakyat.

Menurut Adriani, Pgak ada ah iuran kepadanegara (dapat dipaksakan) yang terhutang
oleh yang wagjib membayarnyamenurut peraturan-peraturan dengan tidek dapat prestas kembadli
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanyaada ah untuk membiaya pengeluaran, (H.
Bohari, 2002:23). Menurut Rachmat Sumitro, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara
(perdihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang

‘ o o tagen prestatie) yang langsung
dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengel uaran umum, dan yang digunakan
sebagai pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang adadi luar bidang keuangan
(Santoso Brotoniharjo, 1998:23).

Menurut Sogparman Soemohamidjga, pgjak yaituiuran wajib berupauang dan barang
yang dipungut ol eh penguasa berdasarkan norma-normahukum gunamenutupi biayaproduks
barang-barang dan jasakol ektif dalam mencapal kesejahteraan umum (H. Bohari, 2002:23).
Berdasarkan definisi pgjak yang tel ah dikemukakan oleh paraahli di atas, makadapat dilihat
bahwa pgjak merupakan iuran yangwagjib dibayar kepadanegara, di manapembayaranitutidak
adanyatimba baik secaralangsung, mdankan dipergunakan untuk pembangunan (kesg ahteraan
umum). Selainitu jugatitik berat dari pgak tidak hanyaditetapkan padafungsi budgetair
(pembangunan), tetapi jJugamempunyai fungsi mengatur yang tersirat padafungs peraturan
perundang-undangan perpajakan, juga pada kata “dapat dipaksakan” menunjukkan fungsi hukum
pajak.

Dengan demikian, makadapat diketahui bahwaunsur-unsur pagjak itu terdiri-dari:
luran kepadanegara.
Pengenaan pajak dapat dipaksanakan kepadawajib pajak.
Carapembayaran didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atas pembayaran tadi tidak mendapat prestas kembali yang dinikmati secaralangsung.
K egunaannya untuk membiayai kepentingan umum, sebagai akibat tugas negara untuk
menyel enggarakan pemerintahan.
Jenis-JenisPajak
Berdasarkan uraian di atasdapat diandisisbahwapajak terdiri-dari:
1. Pajak Penghasilan (PPh)

Subjek Pgjak Penghasilan

Pgak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan
penghasilan yang diterimaatau diperol eh selamasatu tahun pg ak, subjek PPhmdipuiti:

1. Orang pribadi

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

3. Badan

4. Bentuk usahatetap (BUT). (Departemen K euangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal
Pgjak, 2008:1).

Subjek pgak terdiri dari subjek pgjak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun
subjek pajak dalam negeri adalah:

absrowbdpE
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a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesiaminimal 183 hari maksimal satu tahun
pajak dan berniat menetap di Indonesia
b. Badan yang didirikan di Indonesia, meliputi Perseroan, BUMN, firma, koperasi, yayasan,
lembagadanlan-lan.
¢. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Sdanjutnya, subjek pgak luar negeri addah: Orang pribadi yangtidak tinggd di Indonesa
atau yangtinggd di Indonesiakurang dari 183 hari dan menjaankan usahaatau melakukan
kegiatan melalui BUT di Indonesia. (Departemen K euangan Republik IndonesiaDirektorat
Jendera Pgjak, 2008:1).
Tidak Termasuk Subjek Pgjak:
a. Badanperwakilannegaraasing
b. Pgabat perwakilandiplomatik
c. Organisas-organisas Internasiond yang ditetapkan dengan K eputusan Menteri Keuangan
P abat-pe abat perwakilan organisas Internasiond yang ditetapkan dengan K eputusan Menteri
Keungan. (Departemen K euangan Republik IndonesiaDirektorat Jendera Pajak, 2008:2).
Objek Pgjak Penghasilan
Objek pgak penghasi lan ada ah setigp tambahan kemampuan ekonomisyang diterima
atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesiamaupun dari luar Indonesia, yang
dipaka untuk konsums atau untuk menambah kekayaan wgjib pgjak yang bersangkutan dengan
namadan dalam bentuk apapun termasuk:
penggantian atau imbal an dengan pekerjaan atau jasa;
hadiah dari undian atau pekerjaan atau penghargaan;
labausaha;
keuntungan penjudan aau pengdihan harta;
penerimaan kembali pembayaran pajkayang telah dibebankan sebagai biaya;
bungan termasuk premium, diskonto atas pengembalian utang;
dividen dari Ssahasi| usahakoperas atau asurans;
roydti dan premi asurang;
sewadan penghasilan sehubungan penggunaan harta;
penerimaan pembayaran berkaa;
keuntungan karenasdlish kursmatauang;
iuran yang diterimadari anggotawgjib pgak;
m. tambahan kekayaan netto dari penghasilan yang belum dikenakan pgjak.
(Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak, 2008:34).
Tidak Termasuk Objek Pgjak:

Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterimaol eh badan amil zakat;

Hartahibah yang diterimake uargasedarah;

Warisan;

Hartasetoran tunal sebagal pengganti saham,

Penggantian atau imba an dalam bentuk natura;

Pembayaran dari perusahaan asurang;

Dividen dari perseroan, BUMN, yang berasal dari cadangan labayang ditahan;

luran yang diterimadanapens un yang disahkan Menteri Keungan;

Bungaobligas yang diterimaperusahaan reksadanaselamab tahun;
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j.  Penghasilan yang diperoleh perusahan modal ventura. (Departemen K euangan Republik
IndonesiaDirektorat Jendera Pgjak, 2008:1).

Berdasarkan uraian di atasdapat diketahui bahwasubyek pgjak penghasilan dapat berupa
orang pribadi ataubadan hukum yang berdomisili di luar maupun di ddamwilayah NegaraRepublik
Indonesia, dimanaobyek pagjak penghasilan baik yang berupal abalkeuntungan dari hasil usahanya
diperoleh dari Negaralndonesia.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas:
a penyerahan barang kenapgjak di dalam daerah pabean yang dil akukan oleh pengusaha;
b. impor barang kenapajak;
C. penyerahan jasakenapajak di dalam daerah pabean yang dilakukan ol eh pengusaha;
d. pemanf aatan barang kenapaj ak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean;
e pemanfaatan jasakenapgjak dari |uar daerah pabean di dalam daerah pabean;
ekspor barang kena pajak oleh pengusahakena pajak. (Departemen K euangan
Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pagjak, 2008:1).

Pel apor usahauntuk dikukuhkan sebagai pengusahakenapajak (Pk), yaitu pengusaha
yang melakukan:

a. Penyerahan barang kenapg ak (BKP) dan atau penyerahan jasakenapgak (PKP) di dalam
pabean; atau

b. Meakukan ekspor barang kenapajak

c. Pengusahakecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusahakenapajak wajib melgpor ke
kantor pajak untuk menyetor, memungut dan melaporkan PPn dan PPnBM yang
terutang.(Brotoniharjo, 1998:1)

PengusahaK ena Pgjak adal ah pengusaha sebagai manadimaksud pada pengusahayang
mel akukan penyerahan Barang K enaPgjak dan atau penyerahan JasaK enaPgjak yang dikenakan
paj ak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak
termasuk PengusahaK ecil yang batasannya ditetapkan dengan K eputusan Menteri Keuangan,
kecuali PengusahaK ecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PengusahaK enaPgjak.
Sedangkan pengusahakecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan atau memungut PPN atas
penyerahan barang kenapgjak dan jasakenapgjak sehinggatidak perlu mel aporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagal pengusahaken apgjak, kecuai apabilapengusahakecil memilih untuk
dikukuhkan sebagai pengusahakenapg ak. Pengusahakecil adal ah pengusahayang sdlamasatu
tahun buku mel akukan penyetoran BK P dan atau JK P dengan jumlah peredaran bruto dan atau
penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000.00,- (enam ratusjutarupiah). (Brotoniharjo,
1998:2).

Jenisbarang yang tidak kenakan PPN antaralain sebagai berikut:

a. Baranghasi| pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya,
mdiputi:
1) minyak mentah;
2) gasbumi;
3) panasbumi;
4) padrdankerikil;
5) batu barasebelum diprosesmenjadi briket batu bara;
6) hbijihtimah, bijihbes, bijihemas, bijihtembaga, bijih nike, bijih perak, bijih bauksit;
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7) barang hasil tambang dan pengeboran lainnyayang diambil langsung dari sumbernya.
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
c. Makanan dan minimanyangdisgikandi hotdl, restoran, rumah makan
d. Uang, emasbatangan, dan surat-surat berharga.

Sedangkan jenisjasayang tidak kenakan PPN yaitu:

e Jasadi bidang pelayanan kesehatan,
f. Jasadi bidang pelayanan sosid;
o} Jasadi bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan olen PT. Posindonesia
(Persero);

Jasadi bidang perbankan, asurans, sewagunausahadengan hak ops;

Jasadi bidang keagamaan,

Jasadi bidang pendidikan;

Jasadi bidang kesenian dan hiburan;

Jasadi bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

Jasadi bidang perhotelan;

Jasadi bidang ketenagakerjaan;

Jasadi bidang angkutan umumdi darat, laut;

Jasayang disediakan ol eh pemerintahan dalam rangkamenjd ankan pemerintahan secara
umum.(H. Bohari, 2002:23).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwapajak pertambahan nilai merupakan
pajak yang dikenakan bagi pengusahakenapajak yang mel akukan penyerahan barang kena
pajak atau penyerahan jasa kena pagjak serta pgjak karenaimpor barang kena pajak dalam
lingkup daerah pabean. Selanjutnya, untuk barang dan jasa yang tidak dikenakan paak
pertambahan nilai barang-barang pertambangan dan hasi| pengeboran secaralangsung, jasa
pendidikan, jasakesehatan dan lain sebagainya
Kewajiban, Hak dan L arangan Paj ak

Pengertianwgib pgak, menurut penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Wajib Pgjak; disebutkan Wajib Pagjak adal ah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pa ak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpa akan. Kewajiban,
hak, danlarangan ditimbulkan dari adanyahubungan kerja. Hubungan kerjaadasetel ah dil akukan
perjanjian kerjaoleh pihak pegawai/buruh dengan pemberi, baik secaratertulismaupun secara
lisan dalam jangkayang tertentu maupun tidak ditentukan, hal ini diatur berdasarkan ketentuan
Pasd 29 Undang-Undang Republik IndonesiaNo 28 Tahun 2007 Perubahan K etigaatas Undang-
Undang No. 6 Tahun 1983 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan
bahwa

Ddam menja ankan hak dan kewgjiban sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpgakan, Wajib Pgak diwakili ddam hal:

a. badanolehpengurus;

b. badanyangdinyatakan pailit oleh kurator;

c. badan ddam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugas untuk melakukan pemberesan;

d. badanddamlikuidas olehlikuidator;

e. suatuwarisanyang belum terbagi oleh sdah seorang ahli wari snya, pe aksanawasi anyaaau
yang mengurus hartapeninggd annya; atau
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f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau
pengampunnya.

Daam Undang-Undang ini ditentukan sigpayyang menjadi wakil untuk melaksanakan
hak dan kewajiban perpa akan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit,
badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang
belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu
ditentukan sgpayang menjadi wakil atau kuasanyakarenamerekatidak dapat atau tidak mungkin
melakukan sendiri tindakan hukum tersebut. Ayat ini memberikan kel onggaran dan kesempatan
bagi Wgjib Pgjak untuk memintabantuan pihak lain yang memahami masd ah perpg akan sebagal
kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu mel aksanakan hak dan kewajiban perpajakan
Wajib Pgjak.

Bantuan tersebut meliputi pel aksanaan kewgjiban formal dan materia sertapemenuhan
hak Wajib Pgjak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.Yang
dimaksud dengan kuasa adal ah orang yang menerimakuasa khusus dari Wajib Pajak untuk
menjaankan hak dan memenuhi kewajiban perpgakantertentu dari Wajib Pgjak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan.

Adapun yang menjadi kewgjiban bagi wajib pagjak dalam pemeriksaan diatur dalam
Pasal 29 Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2007 Perubahan K etigaatas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpagjakan
menyatakan bahwa dalam pel aksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
perpajakan. Wagjib Pajak yang diperiksawgjib:

a.  memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperol eh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebasWajib Pajak, atau objek yang terutang paj ak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan
memberi bantuan gunakelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keteranganlain yang diperlukan.

Kewgjiban yang harusdipenuhi olehWgjib Pgak yang diperiksa sebhaga manadimaksud
padaayat ini disesuaikan dengan tujuan dil akukannya pemeriksaan baik dalam rangkamenguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka
mel aksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpa akan. ApabilaWajib Pajak
menyel enggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data
secaraelektronik (electronic data processing/EDP), baik yang disel enggarakan sendiri maupun
yang diselenggarakan melalui pihak lain, Wagjib Pgjak harus memberikan akses kepada petugas
pemeriksauntuk mengaksesdan/atau mengunduh datadari catatan, dokumen yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperol eh, kegiatan usaha, pekerjaan bebasWajib Pgjak, atau objek
yang terutang paak.

Berdasarkan ayat ini, Wgjib Pgjak yang diperiksajugamemiliki kewsgjiban memberikan
kesempatan kepada pemeriksauntuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat
penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan
usahaWgjib Pgak dan mel akukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
Daam hd petugas pemeriksamembutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen
lain, Wgjib Pg ak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupaketerangan tertulisdan/
atau keterangan lisan.

Keterangantertulismisanya:
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a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
b. keterangan bahwafotocopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan adinya;
C. Surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
d. surat pernyataan tentang perkiraan biayahidup.
Keteranganlisan misdnya
a wawancaratentang proses pembukuan Wajib Pgjak;
b. wawancaratentang proses produksi Wajib Pgjak; atau
C. wawancaradengan mang emen tentang transaksi-transaks yang bersifat
khusus. (Direktorat Jenderal Pgjak; 2008; 14)
Sedangkan untuk mengena hak yang diperoleh oleh wgib pg ak padasaat pemeriksaan
di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2007 Perubahan
K etiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang K etentuan Umum dan TataCara
Perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib
Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannyadapat meliputi satu jenis
pajak, beberapajenispg ak, atau seluruh jenispajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun
untuk tahun berjaan. Makawgib pajak mempunyai hak sebagal berikut:
a. memintakepadapemeriksapgjak untuk memperlihatkan tandapengend pemeriksaan pgak
dan surat perintah pemeriksaan;
b. memintakepadapemeriksapaak untuk memberikan pemberitahuan secaratertulissehubungan
dengan pel aksanaan pemeriksaan | gpangan,;
¢. memintakepadapemeriksapajak untuk memberikan penj el asan tentang al asan dan tujuan
pemeriksaan;
d. memintakepada pemeriksapajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunantim
pemeriksapagak mengalami perubahan;
e. menerimasurat pemberitahuan hasil pemeriksaan,
f. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan ddam jangkawaktu yang telah ditentukan,
g. menga ukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahasan, dalam ha
terdapat perbedaan pendapat antarawgjib pg ak dengan pemeriksapgjak dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan;
h. memberikan pendapat atau penil aian atas pel aksanaan ol eh pemeriksapgjak
melalui pengisianformulir kuesioner pemeriksa. (Direktorat Jenderal Pgjak, 2008:143)

IV.KESIMPULAN

Negaramempunyai kekuatan untuk memaksamasyarakat membayar pajak dan uang
pa ak tersebut harusdi pergunakan untuk penyel enggaraan pemerintahan. Hal inilah yang menjadi
salah satu faktor pendorong bagi pemerintah dalam mel akukan pemungutan pajak terhadap
masyarakat, dari pemasukan pg ak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil
yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk
mewuj udkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama
add ah dengan jdan menggali sumber danadaam negeri yaitu berupapg ak dapat berjdan lancar
dan rakyat dapat menikmati hasilnya.

Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia (Meita Djohan) 131



DAFTAR PUSTAKA

H. Buhori, Pengantar HukumPajak, CitraNiagaRajawali Press, Jakarta, 1993
Rachmat Soenitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1987

, Pajak dan Pembangunan, Eresco, Bandung, 1998
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,UI Press, Jakarta, 1996
Waluyo, Perpajakan Indonesia, SalembaEmpat, Jakarta, 2001

Direktorat Penyul uhan Pelayanan dan Humas, PPh (Pajak Penghasilan) Departemen K euangan
Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pgjak, Jakarta, 2008

Direktorat Penyul uhan Pelayanan dan Humas, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Departemen
Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jendera Pegjak, Jakarta, 2008.

Direktorat Jendera Pagjak, Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan Peraturan
Pelaksanaannya, Departemen K euangan Republik Indonesia, Jakarta, 2008

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang K etentuan Umum dan TataCaraPerpgjakan

Undang-Undang Republik IndonesiaNo. 28 Tahun 2007 Perubahan K etigaatas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta, 1990.

132 PRANATA HUKUM \Wolume 5 Nomor 2 - Juli 2010



